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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah mahluk sosial dimana manusia hidup
berdampingan saling membutuhkan satu sama lain baik dalam hal ibadah
maupun mu’amalah. Sadar maupun tidak manusia hidup saling berinteraksi,
saling tolong menolong dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Dengan adanya kemajuan dan perkembangan ekonomi di suatu
daerah yang menyebabkan peningkatnya peluang usaha yang beraneka ragam
produk atau pelayanan (jasa). Dampaknya berkembang jumlah kendaraan
roda dua maupun roda empat yang terus meningkat sedangkan sarana
prasarana belum memenuhi jumlah yang di butuhkan akibatnya kemacetan
semakin tinggi dan tingkat keamaan semakin kecil, sedangkan dari segi jasa
berbagai macam iklan yang dapat menarik pelanggan tetapi semakin kecilnya
kualitas kepuasan terhadap konsumen yang menyebabkan berbagai macam
masalah yang muncul.
jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh
suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak
berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa
bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak.*
penyedia jasa melakukan kegiatan usaha dengan beritikad baik namun

tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh

! Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 6



pengguna jasa, seperti kerugian yang dialami oleh pengguna jasa atas
kelalaian pihak pemberi jasa yang tidak memberikan informasi yang jelas
mengenai kodisi barang dan jaminan barang/jasa. Sesuai Undang-Undang
Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf ¢ di sebutkan
bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.?

Apabila terjadi kerugian yang diderita pengguna jasa maka jasa harus
bertanggung jawab sebagai pelaku usaha. Konsumen harus menyadari dan
mengetahui semua hak-haknya maka kemungkinan kerugian dapat dihindari
haknya dalam kegiatan perjanjian jasa dengan adanya kesadaran dari
konsumen dikemudian hari. Kewajiban pelaku usaha dalam hal ini adalah
penyedia jasa harus memenuhi hak-hak konsumen dan apabila terjadi
kerugian pada pihak konsumen akibat pelaku usaha yang lalai melakukan
tugasnya, maka penyedia jasa harus bertanggung jawab atas hal-hal tersebut.
Seperti yang tertera jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf h yang di sebutkan bahwa hak konsumen
adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya.®

Tidak sedikit pelaku usaha (jasa) cenderung melecehkan hak-hak
konsumen seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen No. 8 Tahun 1999 dikarenakan rendahnya kesadaran dan

% Celina Tri Krististiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), h. 31
® Celina Tri Krististiyanti, Hukum Perlindungan koNsumen, ... ..., h. 32



pengentahuan masyarakat. Dikondisi tersebut dapat mengakibatkan
kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan
konsumen berada diposisi yang lemah.*

Maka pelaku usaha (jasa) tidak mustahil dijadikan lahan bisnis yang
dalam transaksinya tidak mempunyai itikat baik dalam menjalankan
usahanya, yaitu berperinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya
dengan cara tidak memberikan pelayanan yang baik dan memjelaskan
sejujurnya mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut.

Barang titipan merupakan amanah, sedangkan amanat harus diberikan
kepada yang menerimanya jika tidak diberikan, maka bagi orang yang dititipi
itu telah berkhianat, sedangkan khianat merupakan perbuatan dosa. Oleh
karena itu terjalin suatu keterikatan antara kedua belah pihak dalam hal
menitipkan barang ini harus didasari dengan percaya dan mempercayai
dimana hal itu akan mewujudkan saling menguntungkan antara kedua belah
pihak yang dititipi barang mendapat pemeliharaan barangnya dari kerusakan
dan kehilangan. Untuk itu bagi orang yang dititipi barang harus benar-benar
menjaga amanat dan berkewajiban untuk mengembaikan pada waktu
pemiliknya meminta. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-

Qur’an surat Al-Bagarah : 283 sebagai berikut :

i} P

(VAT) - 0t sl B e S s a0
“... Akan tetapi jika sebagaimana kamu mempercayai sebagian yang

lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

* Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
2014), h. 35



(hutangnya) dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ...” (Al-
Bagarah: 283).°

Ayat di atas mengatakan bahwa jika seseorang percaya kepada orang
lain, baik dalam hal hutang piutang maupun masalah titip menitipkan barang,
maka bagi yang dititip barangnya atau berhutang harus melunasi hutangnya
atau dapat menunaikan amanatnya, terjadinya hal seperti itu disebabkan ada
unsur saling percaya mempercayai. Dengan unsur itulah kedua belah pihak
dapat memelihara dan menjaga amanat yang dipikulnya, pihak yang
berhutang mendapat imbalan dari orang yang berhutang . begitu pula halnya
dengan orang yang dititipi akan menerima jasa dari orang yang menitipkan
barang dan orang yang menitipkan akan terpelihara barangnya dari kerusakan
dan kehilangan.

Berdasar hasil uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti
sistem pengelola jasa yang tidak mempunyai kontrak yang jelas dan
mengetahui tanggung jawab penyedia jasa atas kehilangan dan/atau
kerusakan barang konsumen yang dititipkan yang kemudian dikaitkan dengan
tinjauan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen. Dengan
demikian judul peneliti ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kota Serang)”.

5 Taufiq, Qur’an in Word ver. 3.0.0.1



B. Fokus Penelitian
Untuk membatasi pokok pembahasan dan menghindari agar masalah
yang menjadi objek penelitian terarah dan tidak menyimpang, maka penulis
membatasi skripsi ini yaitu mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal
4 Dan Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen (Studi Kasus Jasa di Kota Serang)”.

C. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan bahwa setiap
konsumen harus berhati-hati dalam memilih jasa yang tepat. Maka dari itu
ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan ganti rugi menurut pasal 4 dan
pasal 5 undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang ganti rugi terhadap kontrak oleh
penyedia jasa yang tidak sesuai?
3. Bagaimanakah relevansi pengaturan perlindungan konsumen pasal 4 dan

pasal 5 undang-undang no 8 tahun 1999 dengan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat di simpulkan tujuan
penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan ganti rugi
menurut pasal 4 dan pasal 5 undang-undang no 8 tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen.



2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang ganti rugi
terhadap kontrak oleh penyedia jasa yang tidak sesuai

3. Untuk mengetahui bagaimanakah relevansi pengaturan perlindungan
konsumen pasal 4 dan pasal 5 undang-undang no 8 tahun 1999 dengan

hukum Islam.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian
1. Teoritis

a. Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan terlebih dalam hukum
dibidang hukum ekonomi syariah.

b. Memberikan sumbangsi terhadap pelaku konsumen mengenai
pentingnya menerapkan undang-undang dan hukum Islam dalam
melakukan usaha.

c. Diharapkan penelitian ini menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Praktis

a. Bagi Penulis, mengetahui peraturan baik dari hukum positif dan hukum
Islam.

b. Bagi pembaca, memberikan kesadaran atas pentingnya menaati

peraturan yang ada.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan dan menganalisa
beberapa sumber kajian yang telah terlebih dahulu membahas terkait dengan

jasa atau perlindungan konsumen diantaranya adalah sebagai berikut:



Nama Peneliti /

Hukum
Ekonomi

Syariah

Islam dan undang-
undang no.8 tahun
1999 tentang
perlindungan
konsumen (studi
komperatif)

No Judul Skripsi Kesimpulan
Nim / Jurusan
1. | Hendriana /| Tinjauan hukum | standarisasi mutu produk menjadi
081300252 /| Islam dan hukum | hal penting untuk diterapkan.
Mu’amalat positif terhadap | Untuk bisa memberikan
perlindungan perlindungan terhadap konsumen,
konsumen kaitannya | berbagai upaya penerapan
dengan  standarisasi | standarisasi produk atau kegiatan
mutu produk yang terkait dengan perlindungan
konsumenpun terus dilakukan baik
dalam skala nasional maupun
internasional.
2. | Siti Jubaedah /| Batas waktu garansi | Perlindungan konsumen sangat
131300612 /| ditinjau dari hukum | penting  khususnya  pengguna

garansi yang merupakan fasilitas
pelayanan jaminan barang dari
atau

cacat-cacat  tersembunyi

sengaja  disembunyikan  oleh

pelaku usha dalam jangka waktu
tertentu

selama garansi masa

garansi.




Rahmat Lukman
Jaya / 01335815

/ Mu’amalat

Tinjauan Hukum
Islam Terhadap
Tanggung Jawab

Pelaku Usaha Dalam

Dalam pasal 19 UU tahun1999
mengenai perlindungan konsumen
memiliki

dalam  perakteknya

peranpenting karena dalam hal ini

Memberikan  Ganti | UU tersebut mampu menghindari

Rugi masalah konsumen yang menjadi

Objektivitas bisnis untuk meraup

keuntungan yang sebesar-besarnya

yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Ahmad Adha /| Tinjauan Hukum | Menurut skripsi tersebut
111300494 / | Ekonomi Islam | menjelaskan hukum jasa penitipan
Hukum Terhadap Jasa | motor menjelasakn bahwa jasa
Ekonomi Penitipan Motor | titip jika barangnya itu dalam
Syariah Tanpa Jaminan (Studi | keadaan utuh, maka boleh diambil,

di Cikaromoy

Kecamatan Cimanuk

namun jika barang tersebut hilang,

rusak dan cacat makamenurut

Kab. Pandeglang | ulama yang berbeda barang yang
Banten hilang, rusak, harus dikembalikan
barangnya.
Futriana Imaniar | Tinjauan Hukum | Dalam implementasi pasal 4 dan

/131300649 /

Hukum

Islam Terhadap Pasal

4 dan Pasal 5

pasal 5 UU tahun 1999 tentang

perlindungan  konsumen  dan




Ekonomi Undang-Undang No 8
Syariah Tahun 1999 Tentang
Perlindungan

Konsumen (Stadi Di

Kota Serang)

hukum Islam memiliki peran
penting dalam memilih  jasa
terutama dalam kontrak oleh
penyedia jasa yang tidak sesuai
agar terhindar dari masalah yg
mengakibatkan  kerugian  bagi
konsumen, lalu sebagai pelaku
usaha mengerti atas adanya
peraturan UU dan hukum Islam
yang berlaku agar mempunyai

standarisasi.

G. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka tentu tidak

semata-mata dapat mengadopsi dan menerapkan nilai-nilai yang belum tentu

sesuai dengan watak, karakter, ciri khas dan kepentingan nasional bangsa

Indonesia sebagai negara yang merdeka sudah tentu Negara Indonesia

memiliki sistem hukumnya sendiri yang menjadi dasar dalam pembangunan

nasional khususnya pembangunan hukum, bahwa pembangunan nasional

bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia mayoritas adalah

komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial

kenegaraan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam,
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tentu harus senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran itu namun, sebagai negara
hukum dan bangsa yang berpalsafahkan Pancasila juga harus dapat
mengkoomodir seluruh kepentingan komponen bangsa.

Sebagaimana diketahui bersama, konsep negara hukum di indonesia di
tuangkan secara tegas dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 Amandemen ketiga tersebut menyatakan dengan tegas bahwa
Negara Indonesia adalah Negara Hukum.®

Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia atau para ahli hukum
khususnya ahli hukum tata negara mengemukakan tiga istilah yang berkaitan
dengan konsep negara hukum dengan menggunakan istilah rechtsstaat
merupakan istilah yang mucul dan digunakan di lingkungan negara-negara
eropa kontinental atau negara-negara yang menganut sistem hukum civil law
dan untuk istilah negara hukum itu sendiri merupaka istilah yang khusus
digunakan di indonesia.’

F.J. Stahl, kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-
ciri negara hukum (rechtstaat) sebagai pengakuan terhadap hak-hak asasi
manusia, pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan undang-
undang, adanya peradilan administrasi. Di Indonesia perinsip negara hukum

adalah prinsip-prinsip jaminan dan perlindungan terhadap HAM, prinsip

® Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
2006), h. 43

" Yopi Gunawan dan kristian, Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum
Pancasila, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 19
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peradilan yang bebas dan tidak memihak, artinya: kedudukan peradilan
haruslah independen, tetapi tetap membutuhkan pengawasan baik internal dan
ekternal ®

Teori kredo atau teori syahadat ialah teori yang mengharuskan
pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah
syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori kredo
atau syahadat sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam hukum
Islam.’

Teori non teritorialitas dari al-sayafi menyatakan bahwa seorang
muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam dimanapun ia
berada baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di
wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.'®

Akad mu’awadhah yaitu setiap akad yang mencakup serah terima atau
timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak misalnya akad al-bai
(jual beli), ijarah (sewa-menyewa dan upah mengupah), dan yang lainnya.™
Lafal Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al- iwadh (ganti) yang
berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan ijarah berarti upah, sewa,
jasa, atau imbalan, yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam

memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak atau

304

8 Abdul Hamid, Teori Negara Hukum Modern, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h.

® Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: PT Lathifah Press, 2009), h. 133
19 juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam, ... ..., h. 134
! Endang Hidayat, Figih Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 5
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menjual jasa perhotelan dan lain-lain.> Menurut ulama Syafi ‘ivah al-ijarah
adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju,
tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi
imbalan tertentu."®

Sebagaimana allah berfirman:

% da 3.0 P P > - E: % o & o ﬂ@p \ - . P
P . ‘3 \.;’..U‘ ;r'f 5]1/ : &.«.J 3 {,,,}o/ﬁ-Y\ J/LU‘ Al w‘; \.3.3.9 Co\j
[ ° da & P -

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berbuat kerusakan.” (OS. Al-Qashash: 77)*

Perlindungan konsumen merupakan salah satu yang sangat penting
dalam dunia ini. Untuk itu, maka ada tiga faktor penting dalam melakukan
kegiatan bisnis suatu perusahaan yaitu pertama keterbukan, masyarakat ingin
mengetahui dengan jelas tentang kegiatan perusahaan posisi perusahaan harus
jelas bagi para konsumen agar mereka dapat menilai secara objektif biasanya
hal ini dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya telah dimiliki oleh
masyarakat atau disebut perusahaan yang sudah go public. Kedua, kejujuran

adalah modal utama dalam melakukan kegiatan bisnis, jika perusahaan itu

melakukan penipuan atas produk dan kegiatannya maka lama-kelamaan

12/ |dri, Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2016), h.231

3 Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) Figih Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2012), h. 277

YTaufig, Qur’an in Word ver. 3.0.0.1
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masyarakat akan tahu dan menilai bahwa perusahaan tersebut memiliki citra
yang buruk, kejujuran dimaksud meliputi tingkah laku perusahaan, mulai dari
jajaran direksi, staf dan karyawannya yang saling terkait. Ketiga rendah hati,
perusahaan harus berupaya untuk tidak menggunakan kekuatan finansialnya
untuk hal-hal yang melanggar hukum dan memaksakan kehendaknya,
peraturan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal
2 menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian
hukum.®

Maka dari itu pelaku usaha (jasa) harus lebih meningkatkan mutu
untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan konsumen terutama dalam
dalam informasi yang jelas dan kepastian yang terdapat pada pasal 4 (a) dan
pasal 4 (h) yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dan pasal 4 (h) yaitu hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai
mestinya. Sehingga tidak terjadinya kelalain yg membuat barang di serahkan
kepada jasa menjadi rusak dan/atau hilang dan mebuat konsumen merasa
dirugikan, faktanya masih banyak sekali pelaku usaha (jasa) buta hukum dan

tidak tahu pentingnya perlindungan konsumen.

1> Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, ... ..., h. 61
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Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang

dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode

tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.

2.

Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode atau cara yang
dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum
normative adalah penelitian yang diajukan untuk mendapatkan hukum
objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap
masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normative adalah
penelitian yang ditunjukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan
kewajiban). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu
menggambarkan gejala-gejala dilingkungan masyarakat terhadap suatu
kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif
oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.
Jenis penelitian

Penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian lapangan
(field research). Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci
tentang ganti rugi terhadap kontrak oleh penyedia jasa yang tidak sesuai

maka penulis melakukan penelitian dengan mengmpulkan data yang ada
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dilokasi yaitu dengan tanya jawab terhadap responden serta dokumen-
dokumen yang diperlukan sebagai sumber primer, sedangkan data sumber
sekundernya berupa buku-buku yang sesuai.

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Pengamatan (observation)

Pengamatan ialah metode pengumpulan data dengan cara
mengamati langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan digunakan
dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian merupakan
hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari
adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan.

b. Wawancara (interciew)

Wawancara ialah teknik yang digunakan peneliti untuk
mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan
bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada
si peneliti. Wawancara ini berguna untuk melengkapi data yang
diperoleh melalui observasi.*

c. Dokumentasi
Metode ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari
data mengenai hal-hal atau variabel yang mengenai catatan, transkip,

buku, surat kabar dan lainnya.

16 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 63.



16

4. Teknik Anlisis Data
Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi
terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang
valid. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara
deskriptif, dimana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian
sesuai dengan pengamatan dan penelitian dilakukan pada saat dilapangan.

Analisis deskriptif yaitu menganalisa temuan proses yang sedang

berlangsung dengan pola pikir induktif dan deduktif.
5. Teknik Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada :

a. Penulisan dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu buku
pedoman penulisan karya ilmiah Institut Agama Islam Negeri “Sultan
Maulana Hasanuddin” tahun 2016.

b. Dalam penulisan proposal penulis menggunakan ejaan yang di
sempurnakan (EYD).

c. Dalam penulisan Al-Qur’an dan terjemahannya, penulis menggunakan
Aplikasi Quran in Word Ver 3.0.0.1 Oleh Taufig.

d. Penulisan Hadits menggambil dari kitab aslinya, apabila sulit
menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan

garapan proposal.
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Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini,
penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi
menjadi sub-sub yang semuanya merupakan suatu pembahasan yang saling
berkaitan.

BAB | Pendahuluan Meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus
Penelitian, Perumusan Masalah, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian Dan
Sistematika Pembahasan.

BAB Il Kondisi Objek Daerah Penelitian, Meliputi Sejarah MST
Laundry dan Sejarah RJ Tailor, Kondisi Praktik MST Laundry dan Sejarah
RJ Tailor, Letak Geografis MST Laundry dan Sejarah RJ Tailor.

BAB 11l Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Konsumen dan
ljarah, Yang Akan Diuraikan Tentang Perlindungan Konsumen Meliputi:
Pengertian, Tujuan Perlindungan Konsumen, Hak Dan Kewajiban Konsumen,
Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha, Dan Konsep ljarah Meliputi: Pengertian
ljarah, Rukun Dan Syarat ljarah, Dasar Hukum ljarah, Hal-Hal Yang
Membatalkan ljarah.

BAB IV Tinjauan Hukum Terhadap Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Meliputi
Pengaturan Dan Pelaksanaan Ganti Rugi Menurut Pasal 4 Dan Pasal 5
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Terhadap Kontrak Oleh Penyedia
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Jasa Yang Tidak Sesuai, Relevansi Pengaturan Perlindungan Konsumen Pasal
4 Dan Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Dengan Hukum Islam.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.



